
 

193 
Jurnal Widya Publika. Vol.8, No.2 Desember 2020 

 

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI (NON CASH) 

DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS PADA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BADUNG 

 
I Gusti Ayu Agung Sri Agustini1, Anak Agung Gede Rai2 

1Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai; 

email : gungsri.agustini@gmail.com 
2 Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai; 

email : raianakagung2016@gmail.com 

 

 

 Abstract 

 This study examines the implementation of non-cash in implementing transparency and accountability 

in the Regional Secretariat of Badung Regency. The formulation of the problem in this study consists 

of 3 questions that involve implementation, what must be done in the implementation and the solutions 

that are carried out in the settlement carried out. The theory used in this study is the theory of public 

policy proposed by Van Metter and Van Horn. There are six determining factors that must be put 

forward by the policies proposed by Van Metter and Van Horn, namely standards and objectives of 

policy, resources, communication between implementing members, organizational characteristics, 

economic, political and social environment as well as implementing attitudes. This research was 

conducted at the Regional Secretariat of Badung Regency. This research is a qualitative descriptive 

study. The data used are qualitative and quantitative data, data summaries consist of primary and 

secondary data. Techniques for collecting data through observation, documentation and interviews. 

The results showed that the implementation of non-cash transactions in the Regional Secretariat of 

Badung Regency was in accordance with Regional Regulation No. 6 of 2018 regarding the principles 

of regional financial management that required all non-cash-based regional revenues and 

expenditures to realize financial management transparency and accountability. the implementation of 

non-cash transactions in the Regional Secretariat of Badung Regency is still not optimal due to 

internal and external constraints. The solution to overcome these obstacles is to make efforts to 

improve the quality of Human Resources through training, improving facilities and infrastructure such 

as computers, increasing competence through capacity building programs and other efforts. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya 

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Aksi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan diperkuat dengan  Surat 

Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi 

Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Dalam SE Mendagri tersebut, 

pemerintah daerah harus sudah memulai transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 

2018 meliputi  penerimaan dan pengeluaran daerah. Pemerintah Kabupaten Badung 

sebagai salah satu Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tertinggi di Provinsi Bali juga menjadi salah satu Pemerintah Daerah (PEMDA) 

yang melaksanakan kebijakan transaksi non tunai yang dilaksanakan melalui 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2018 

 Abstrak 

 Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan transaparansi dan 

akuntabilitas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 permasalahan yakni bagaimana implementasi, apa kendala yang dihadapi dalam 

implementasi dan solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. 

Terdapat enam faktor penentu keberhasilan kebijakan yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn 

yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar anggota pelaksana, karakteristik 

organisasi, lingkungan ekonomi, politik dan sosialserta sikap pelaksana.  Penelitian ini dilakukan pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  Data 

yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, sumber data terdiri dari data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung telah 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan 

daerah yang mewajibkans eluruh penerimaan dan pengeluaran daerah berbasis non tunai guna 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. implementasi transaksi non tunai 

di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh adanya kendala 

internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana 

dan prasarana seperti computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya 

lainnya.  

 

Kata Kunci:  Transaksi Non Tunai, Transparansi, Akuntabilitas 
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tersebut, menegaskan bahwa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan mencapai good and clean government maka segala 

bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah harus dilaksanakan dengan berbasis 

transaksi non tunai (non cash). Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Badung 

yang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai ini adalah Sekretariat Daerah 

(SEKDA) Kabupaten Badung. Implementasi transaksi non tunai pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Badung sampai saat ini masih mengalami beberapa kendala baik 

kendala dari internal maupun eksternal. 

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tahir (2014:71) 

mengatakan bahwa terdapat 6 (enam) faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yaitu: 

1) Standar dan sasaran kebijakan. 

2) Sumber daya. 

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. 

4) Karakteristik agen pelaksana. 

5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

6) Sikap para pelaksana. 

Penelitian ini mengkaji implementasi transaksi non tunai yang menjadi 

amanat dari  Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah yang mewajibkan pengelolaan keuangan Daerah 

dilakukan secara tertib, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan etrsebut 

maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 

Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No  910/1867/SJ Tentang Implementasi 

Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. Surat Edaran tersebut mewajibkan 

seluruh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan segala 

bentuk aktivitas pengelolaan keuanga daerah baik Penerimaan maupun Pengeluaran 

Daerah harus berbasis non Tunai (Non Cash). 

Amanat tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung 

kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
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Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2018 adalah Mewujudkan tata kelola Keuangan Daerah yang dilaksanakan  

secara tertib, akuntabel, dan transparan demi terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  

dan  bersih  sesuai  dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga tentang Penatausahaan 

Bendahara Penerimaan pada Pasal 91 ayat (4) dinyatakan bahwa: “Untuk menjamin 

transparansi, penyetoran penerimaan dari pihak ketiga ke rekening kas daerah 

dilakukan secara non tunai”. Selanjutnya Bagian Keempat tentang Penatausahaan 

Bendahara Pengeluaran pada Pasal 94 ayat (7) dinyatakan bahwa: “Untuk menjamin 

transparansi, pembayaran pengeluaran dari bendahara pengeluaran kepada pihak 

ketiga dilakukan secara non tunai”.Saat ini Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten 

Badung merupakan salah satu OPD yang menerapkan implementasi transaksi non 

tunai. Namun implementasi TNT masih menemui kendala baik kendala internal 

maupun kendala yang bersifat eksternal. Untuk itu Peneliti melakukan penelitian 

terkait Implementasi transaksi Non Tunai dalam mewujudkan Transparansi dan 

Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kab. Badung. Teori yang digunakan untuk 

mengkaji permaslahan dalam penelitian ini adalah teori implemetnasi kebijakan 

publik Van Metter dan Van Horn. Adapun Model Implementasi kebijakan Van 

Metter dan Van Horn: 

1) Standar dan tujuan kebijakan. 

2) Sumber Daya 

3) Karakteristik Organisasi pelaksana 

4) Sikap (Disposision) para pelaksana 

5) Komunikasi antar organisasi pelaksana 

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Teori tersebut diharapkan ammpu menjawab permasalah terkait 

Implementasi transaksi Non Tunai dalam mewujudkan Transparansi dan 

Akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kab. Badung. Sehingga tujuan penelitian ini 

yakni Kabupaten Badung dapat tercapai. 
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II. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

berlokasi di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung. Jenis data yang 

digunakan adalah data kualitatif dan sumber data terdiri dari sumber data primer 

dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sementara, teknik analisis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian 

Data (Display Data), dan Verifikasi Data (Conclusion). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan  

Transparansi  dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten 

Badung  

Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan 

Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung 

berdasarkan hasil kajian menggunakan 6 indikator keberhasilan implementasi 

kebijakan Van Metter dan Van Horn yakni Standar dan sasaran kebijakan dalam 

implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) untuk mewujudkan transparansi 

dan akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung sudah jelas dan 

terukur dan dapat terealisasikan dengan baik sehingga dapat berjalan dengan baik 

walaupun belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam 

pelaksanaannya. Sumber daya manusia di SETDA Kabupaten Badung masih 

memiliki kedala baik dalam kompetensi maupun pemahaman mengenai Transaksi 

Non Tunai (Non Cash). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 

SETDA Pemerintah Kabupaten Badung sudah telaksana dengan baik. Secara garis 

besar, implementasi transaksi non tunai di SETDA Pemerintah Kabupaten Badung 

sudah terlaksana dengan baik hanya perlu ditingkatkan sehingga berjalan optimal 
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3.2 Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan implementasi Transaksi 

Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas 

pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung. 

Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan implementasi Transaksi 

Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada 

Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung meliputi kendala internal dalam 

implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Transparansi 

dan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung seperti: Jaringan 

Komputer yang belum Optimal, SDM pelaksana Transaksi Non Tunai (TNT) yang 

belum memadai, Kompetensi SDM pelaksana Transaksi Non Tunai (TNT)  yang 

masih rendah, Sosialisasi gerakan Transaksi Non Tunai (TNT) yang masih kurang, 

Kendala teknis pembayaran gaji untuk pegawai PNS dan Non PNS, Kendala teknis 

pelaksanaan TNT pada transaksi dengan nominal kecil. Kendala ekternal antara 

lain: Rekanan tidak memenuhi kriteria syarat implementasi Transaksi Non Tunai 

(TNT) seperti: kepemilikan rekening BPD Bali, Kepemilikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan dokumen pendukung lainnya seperti surat ijin usaha, surat 

keterangan penunjukan sebagai narasumber atau tim ahli, dan dokumen 

administratif lainnya. 

 

 3.3 Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Transaksi Non Tunai 

(Non Cash) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada 

Sekretariat Daerah, Kabupaten Badung.  

Solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Transaksi Non Tunai 

(Non Cash) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Sekretariat 

Daerah, Kabupaten Badung, antara lain: Meningkatkan kemampuan pegawai 

dengan mengadakan bintek dan sosialisasi, Meningkatkan sarana dan prasaran 

seperti komputer untuk semua staf, server dan jaringan komputer, Meningkatkan 

Kompetensi SDM melalui Capacity Building, pelatihan dan pendampingan teknis 

terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital, Melanjutkan sinergi 

dengan lembaga keuangan (Bank BPD Bali) untuk memperkuat infrastruktur 

pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi PEMDA, 
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dan Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat 

bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan 

melakukan sosialisasi 

 

IV. PENUTUP 

4.1 Simpulan  

Implementasi transaksi non tunai di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung 

telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pokok-pokok 

pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan seluruh penerimaan dan 

pengeluaran daerah berbasis non tunai guna terwujudnya transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Implementasi transaksi non tunai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung masih belum optimal disebabkan oleh 

adanya kendala internal dan eksternal. Adapun solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut adalah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusi melalui pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana seperti 

computer, peningkatan kompetensi melalui program capacity building dan upaya 

lainnya. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian terkait dengan masih belum 

memadainya kuantitas maupun kualitas SDM, maka Sekretariat Daerah Kabupaten 

Badung (SETDA Kab. Badung) diharapkan dapat mengusulkan upaya peningkatan 

kuantitas SDM dan melakukan upaya peningkatan kualitas SDM dengan menggelar 

pelatihan-pelatihan pengembangan SDM dan membekali SDM dengan Standar 

Kompetensi Kerja dan pelatihan serta diklat-diklat terkait Transaksi Non Tunai. 

Selain itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Badung (SETDA Kab. Badung) 

juga diharapkan mengajukan permohonan peningkatan sarana dan prasarana serta 

meningkatkankan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait. Selain itu, 

Pemerintah Pusat juga diharapkan Pemerintah pusat sebaiknya membuat kebijakan 

atau regulasi yang lebih mengikat dan bersifat komprehensif terkait 

pengimplementasian Transaksi Non Tunai sebagai komitmen pemerintah pusat dan 

daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Negara dan Keuangan Daerah. Rekanan atau pihak eksternal yang menjalin 

kerjasama dengan pemerintah diharapkan membekali diri dengan regulasi terkait 
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implementasi transaksi, sehingga pihaknya memahami secara detail syarat-syarat 

yang dibutuhkan dan prosedur serta ketentuan pelaksanaan transaksi non tunai itu 

sendiri. 
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